BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik perlu dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu,
maka perlu menyusun Kebijakan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2022: &

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2022; o

Mengingat : l.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

S.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7










(2) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun berbasis prioritas dan resiko.

BAB III
URAIAN KEGIATAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 3

(1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaran Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

(2) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaran
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Pimpinan Auditi
wajib melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan yang
dilaksanakan oleh APIP.

(2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Bupati ini dapat
berubah sesuai dengan isu strategis yang menjadi Prioritas Daerah serta
menyesuaikan kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 jopa04 o020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI
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3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan
pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara
berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan
bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

VII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 merupakan
pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan pengawasan pada tahun 2022 sebagai upaya untuk
mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah
Daerah.

BUPATI PURBALINGGA,
W
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Jjerusri 2027
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